PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG
PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERIJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRARIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA

BUPATIACEH TAMIANG;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang

M

Nomor 32 Tahua 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
sehagaimeana telah dinhab dengan Undang- Undang Moo
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahem 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Notnor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Dacrah menjadi Undang-Undang
dén Undang-Undang Nomor 1] Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, dipandang perlu menata kembali
susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang
sesnal dengan karakteristik, potensi, kebutuban dan
kemampuan Dacrah;




Mengingat

Bahwa berdasaskean pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun
Tentang Penataan Susunan Organisesi dan Tata Ketfa
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh

Tanniang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara. (Lernbaran Negara Republlik Indonesia Tahun 1936
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomsor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) schagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nonor 3 Tahun
1999, (Tembaren Negara Republik Indonesis Tahun 1999
Nomor 16%; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa Aceh {Lembarun Negara Republik Indonesta
Tahun 1999 No 172, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Cayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatmn 2002 Nomor 17, Tambeahan Lembaran
Nepara Republik Indoncsia Nomor 4176);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan




(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomer 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahon 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Nepara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tehun
2005 tentang Penetapan Peraluran Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Talun 2005 tenfang Perubahan
atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang
Pemeriptahan Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambohan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbanpan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Tembaran Negara Republik
Indonesia Talwm 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44387;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Acch (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daersh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14,
Tambahan Lerabaran Negara Republik Tndonesia Nomor
4262%;

. Peraturam *-Pemerintsh  Nomor 25 Tehun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Gtonom (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomeor 54, Tambahan
Lembaran Megars Republik Indonesia Nomor 3952);




Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ACEHNTAMIANG
dan
BUPATTACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menctaplan  : QANUN TENTANG PENATAAN SUSUNAN

ORGANISAST DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BABI 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qarnun in yang dimaksud dengan :

a
b,

Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Taminng;

Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Peranglat Daerah schagei unsur
penyelengoaras Pemerintahan Daerh;

Dewian Perwaldlan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRT adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tarniang;

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;

Wakil Bupati adalzh Wakil Bupati Aceh Tamiang

Pimpinan Dewan Perwakilan Ralyat Kabupaten Acch Tamiang adelah Ketua
dunWekil Ketua Dewan Perwakilan Rukyat Kabupaten Acch Tamiang
yang sclanjutnya disebut Pimpinan DPRD:

Sekretariat Dewan Perwalcilan Rakyat Kabuj ipaten Acch Tamiang selanjutnya
disehut Sekretariat DPRD Kabupaten Acch Tamiang;

Selretaris Daetah Kabupaten solanjutnya disebut SEKDA adalah Sciveraris
Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang;

Sekretaris Dewan Perwakilan Raky#rKabupaten Aceh Tamiang sclanjutnya
disehut Sekretaris DPRD Kabupaten Acch Tamiang.




F’ BARTI
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun inf dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sckretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang,

BAB I
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi don Kewenangan

Pasal3

(1) Selretariat DPRD adalall unsur staf vang melayani DPRD dalam rangka
Teng as clan kewaiit

(2) Sckretariat DPRD dipimpin olch seorang Sekretaris DPRD yang secata telenis

aperasional berada di bawah dan bestanggung jawab kepada Pimpinan DPRD

dan secarn adminishatif) bertanggung jawab kepada Bupatimelalti SERDA

Kabupaten Acch Tamisng,

Pagal 4

Sekretariat DPRI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam rangka
[penyelenggarman urusan unmim pemerintshan, persidangsn,dan Hukum serta pengurisan
rumzh tangga, keuangan, himnas dan protokol, hukum dan Perundang-undangan
dilingkungan Sekretariat DPRD, mendukung pelaksanasn tugas dan fungsi DPRD,

koordinasikan hli yong diperluksn oleh DPRD sesnai dengan kemarmpuan
keuangan dacrak serta melaloukan koordinasi dengan Pemerintah Dacraly,

Pagal 5

Palam E 235 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sek iat DPRD
mempunysi fiungsi :




Penyelengaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

S

b.  Penvelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

¢.  Penyiapan Fasilitas rapat dan sidang anggota DPRD;

4 Peayiapan fasililas pelaksansan Ligas-fugas DPRTY

[ Penyedinan dan pengkoordinasian teraga ahli yang diperlukan oleh DPRD,

Pasal 6

Untuk menyelenggaralan fungsi irana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretarial

NPRD mempimyai kewenangan untuk:

4 Melaksinakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sehuruh penyelenggaraan
tugas Sekretariat DPRD;

b, Menyustn rancangzan, menelaah dan menghoordinasi penyiapan peramusan
kebijalkan Pimpinan DFRD;

¢ Melaksanakan urusantata usaha, kepegawaian, keuangan, humasdan protokol,
hukam dan Perundang-und: seria perlengl DPRD;

4. Menyigpkan penyelenggaraan dan mernbuat risalah persidangan dan tapat- rapat
yang diselenggarakan olch DPRD;

e Memelibara dan membing keamanan serta ketertiban dalam Kngkup
Sekretariat DPRD; dan

f  Melaksanakan tugas-tugas kedinzsan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan
DPRD,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

{1)  Organisasi Sekretariat DPRD terdini dasl:
a. Sckretaris DPR;
b. Bagian Unnam;
¢. Bagian Keuangan;
d. Bagian Persidangan;
e.  Bagian Hukum; dan
{. Kelompok Jabatan Fungsional




| Masing-masing Bagian dipimpin olch seotang Kepala Bagian yang berada di -
| bawshdan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Bapan Struktur Organisasi Sek iat DPRD sebagai dalam
Jean bagrian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

fampi:

Paragraf 1
Sekretaris DPRD

Pasal §
Sekretaris [DPRD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan
DPRD dan secara administrasi dibinaoleh SEKDA Kabupaten Aceh Tamiang.
Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
2. Memimpin pelaksanasn tugas yang ditetapkan berdasarkan peramusan

d dan menyiapkan kebijakan telmis Sekrotarist DPRD;
b. Menetapkan kebijakan teknis sesuai dengun kebijakan umum yang
ditetapkanoleh Pimpinan DPRD;
¢ Melsk kan tugas-lugas i lainnya yang diberikan oleh
Pimpinan DPRD
Paragraf 2
Bagian Umum
I
: Pasal 9

i

) Bagian Unuim adalah unsur pembanti Sekretaris DPRD dibidang persbinaan
administrasi umum.

) Bagian Urnum dipimpin olch seorang Kepala Bagian yang herada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris DFRD.

Pasal 10

bgianU unyai fapkan fusilitas rapat-rapat, persid yeneana

Wwialanaan Pimpinan dan anggota DPRD, mengurus rumah tangga DPRD, rumah-
mith jabatan, gedung DPRD, kenderaan dings, barang imventris fainuya, memelihara

smanan kantor, dan melakulan urusan sural-menyurat yang diperlukan oleh DFRD.




Pasal 11

Untuk: s i dimaksud dalam Pasal 10, Ba m

mempunysi Rmgsi:

a  Pembinaandmn ol i g liput ketatausahaan, sural
menyurat, p arsip, Kevangan, dok i, organisasi dan

aan.

b.  Peuyiapan analisa kebutihan, pengendalian, evalussi dan distribusi
perlengkapan.

e Pengelolsan urusan rumah tangga Sckretariat DPRD.

d. Penyiapan bahan pembinaan dan petusjuk teknis pengamanan, hubungan

5 dan dinas serta penerimiaan famu

. Pembinaand lolzat adiistsi epegevon, dan Kevngan,

£ I i s innya yang diberikanoleh Sekretaris DPRD
sesii dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Bagian Umumterdivi dari:
o Sub Bagian Tata Usaha dan Pedlenizkapan;
b, Suh Bag(zm Hnbung,an Masyamfmtdgml’mokofurdm

@ imina dimaksud padaayat (1) dipimpin oleh
seorang qu?a Sub Ragian yang horads dibawsh dan bertangguny jawab
kepada Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang migasnya.

Pasal 13
(1) SubBagin T Usahad itugas melalukan pengelolan
asi imum yang meliput kepegawa kctarausahew menguros surat-

menyurat, mq l(eanipan peagadaa,
dok i yang meliputi 'mahsn hhusuhan
pengendalian, evaluas dan distribusi perlengkapan.

(2) Sub Bagian IIubungan Masyarakat dan Protokoler mempunyai tugas

melakukan pengumpulan bahan pedoman dan pefunjuk tehnis pelaksanaan




hubunpan masyarakat, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas serta
penefimaan tamn

Paragraf 3
Bagian Keuangan
Pasal 14

) Bapian Kevangan adalah unsur pembantu Sekretaris  DPRD dibidang
administrasi keuangan.

) Bagian Kevangan dipimpin oleh scorang Kepala Bagian yang berada dibaveah
dan bertanggung javah kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 15

agian Keuangan memypunyai tugas menyusun rencana anggaran Selkretariat DPRD,
kenyiupkan daflar gaji dan tunjangan, memeriksa kelengkapen administrasi kevangan
b pelaporan keusngan Sekrotariat DPRD,

Pasal 16

ntuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian
puanganmempunyai fungsi :
Pembinaan dan pengelolaan administrasi p 1430 yang
meliputi perencanaan anggaran. verilikasi dan menyusun laporan serta
| pertanggimg jawaban keuangan;
| Penyiapan bahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja;

Melaksanakan anggaran SKPD;
M:Iakulr:m pznwapundol\.mncn anggaran atas hebﬂnpelaksanaankcya"an
P dinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRI
sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 17

) Bagian Keuangan terdiri dari:




@

03]

@)

O]

2)

a. Sub Bagian Anggaran;

b. Sub Bagian Pembuluan dan Perbendaharaan; dan

Masing-masing Sub Bagian shagaimana dimaksud padaayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Kenangan sesuai dengan hidang Tugasnya;

Pasal 18
Sub Bagian A punyai hugas melakul anggaran dan
i laliken pelales: kegiatan pelar petkembangan

I 141las beban i 1ak 1 kegiatary

Tagian Pembulaan dan Perbendat MmempuLyal hugasT pencatatan
pebulain kebendal dalam rangha pelak anggaran pendapatan dan
pengeluarar.

Paragral4

Bagian Persidangan

Pasal 19
Bagian Persid dalah unsur pembant +taris DPRD dibidang rapat/
sidang dan risalah serta Jan data dan dok i,
Bagian Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Sckretaris DPRD.

Pasal 20

Bagian Pemdangun mempunym tugas, mamaplum dan membusinrisalah rapat / sidang
rnengmpulk e erta urusan administrasi persidangan DPRD,

Pasal 21

Unak tuga i i dalam Pasal 20, Bagian

persidangan mermpunyai fiangsi:




a. Pengumpulan bak tisalah idang dan melakukan urusan
administrasi petsidangan;

Penyiapan daftar resume dan mpomnhasli rapat/sidang DPRTY,

TPenyiapan persidangan dan tata tempat;

Penyiapan data dan dokumentasi persidangan; dan

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch Sekretaris
DFRD.

bil i

Pasal 22

Bapian Persidangan terdiri dari :

a, SubBagian Rapat dan Risalah;

b. Sub Bagian Dalx dan Dolumentasi.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud padaayat (1) dipimpis oleh
seorang Kepala %bBagmuyang, berada dibawah dari bertangamg jawab kepada
Kepala Bagian Persidangan sesuai bidang tugasnya .

Pasal 23

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai mges menyiapkan persidangan,
menyiapksn risalah rapat, menyusanresnme, daftar absensi, melakukan umysan
administrasi persidangan, mlempmdmlnembimllalxvrn1LnuJ <rd:|n,a_DPRI %
Sub Bagian Data dan Dokumentasi menigumputkin d

bahan dokumentasi persidangan.

Paragraf 5
Bagian Hukum

Pasal 24

Bagian Hukum adalah unsur pembantu Sckwetans DPRD dibidang penyusunen
produk dan Perundang-und: Sekretaniat DPRD sehagai
baha telaghan dan pammhangm untuk membahas dan menyusun rancangan
qamm.




(2)  Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah d
bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 25

Bagian Hukum mempusyai tu, \gas mengumpulkan berbagai Peraturan Perundan,
undangan sebagai bahan telaahan dan bahan perttmbangan untok menyusun de
pembahasan rancangan ganun serta mengumpulkan aturan hukumm sebagai bah:
telaahan dan halw]pm‘ﬁulbungaamiuk])mmmmmmpn Keputusan DPRD dz
Keputusan Pimpinan DPRE) serta telaghan staf dan bantuan hukum,

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas schagnimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian
Hhkum mempunyai fingsi;

a. Pengumpulen behan pembuatan Peraturan Perundang-undangan da
melakukas koordinas dibidang k menyusin dan mermbahas dalsn
persidangan sestiai normu, standor dan prosedur yang ditetapkan Pamesintzh
Metigumputkar aturan hukum sebagai bahan telashan dan bahar
pﬁﬁmbﬂngmidalampﬁﬂyusuﬂmmmmkﬁpulumﬂmldanFﬂ:nulusm
Pimpinan DPRD serta telaahan stafdan bantuan hukum,
<. Pengadaan, penpumpulan, pengnlahan, penyimpanan, perawatan, penyajiar

bahan Perpustakaan di Sekretariat DPRD;dan
d. Pelak: tugas-tugas kedi lainnya yang diberikan olch Sekretaric
DPRD,

=

Pasal 27

(1) Bagian Hulum terdisi dari:
a, Sub Bagian Perundang-undangen:
b, SubBagian Perpustakean,

(2} Masi ing Sub B: -hagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang beinda dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Ylukiumn sesuai bidang tugasnya .




4}

(2)

[2)

Pasal 28

Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tngas mengumpulkan berbagai
Peraturan  Perundang-undangan sebagai bahan telashan dan bahan
pertimbangan untuk penyusunan rancangan Keputusan DPRD dan Kepitusan
Pimpinan DPRD,

Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugss pelaksanaan dan mengumpulkan
serta el pustakaan pada iat DPRD.

BAB 1V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabalan Fungsional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Aceh
Tamiang mempunyai tugss melaksanskan sebagian fugas Pemerintah Daerah
sesuat dengan keahlian dan kebutuhan,

Kelompol: Jabatan Fungsional tordiri dari sejumlah tenagaterampil, delam jenjang
Jabatan Fuagsional dalam berbagai kelompok sesusi bideng keshliannya

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional tediri dari sejumlah tenags fungsional vang diatur
dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-und ¥

Kepompok Jabatan Fungsionl sebagaimana dimelud pada ayat (1) dipimpis
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertangzmg
Jjawab kepada Kepala LT,

Jumlah Tenaga Fungsional sehagaimana dimaksud pada ayat (1) ditenfukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Jenis dan jenjeng jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud padaayst (1) diatas
digturt 1 Peraturan Perundang-undangan;

Kelompok Jabatan Funpsional mempunyat tugas sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan.




BABV
KEPEGAWATAN
Eselonering

Pasal 31

Selaretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsubtasi
dengan Pimpinan DPRD,

Pasal 32

Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dilingkungan Sckretariat DPRD dingkatdan
diberhentikan oleh SEKDA Kabupaten Aceh Tamiang atas pelimpahan kewenangan
Bupati dengan memperhatikan usul dari Sckaetaris DPRD,

Pasal 33

(1) Dalam hal Sclaetaris DPRD tidak dapat menjalankan tugasnys karena
berhalangan, maka Bupati menunjuk salah scorang Kepala Bagian dalam
linglmngen Sekretariat DPRD untuk mewakilinya dengan memperhatikan
senioritas dan kwalitasnya,

() Dalamhal Kepala Bagian dilinglungan Sekrstasiat DPRD tidak depet weratankan
tugasnya karena berhatangan, maka sekretaris DPRD memuguk salsh seorang
Kepala Sub Bagian menurut bidang lugasnya untuk mewakilinya dengan
mempéchatilan senioritas dan kwalitasnyn,

Pasal 34

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetupkan sesusi dengan
Peraturan Perandang-undangan,

Pasal 35

Eselon Jabatan pada Sckretariat DPRD sebagai berikut:




b Sekretaris DPRD : eselonllb

Kepala Bagian, o eselonllla;
Kepala Sub Bagian : eselonIVa.
BAB VI
TATAKERJA
Pasal 36

Palam melak sanakan tugasnya Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub
agian wajib melaksanakan prinsip keordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikast
esuai dengan higas pokoknya masing-masing.

Pasal 37

betiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Tinglamgan Sekretariat DPRD bertanggung
bsvab memimpin danmengkoorfinasikan bawshannya masing-masing, mernberikan
irabingan dan petunjulc bag pelaksanaam tugs bawahannya,

Pasal 38

1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengfkuti dan memarnhi petunjuk-
petunjule sstla berlimggung jawabkepada atasannya dan menyampuikan laporan
tepal pada waktunya,

Setiap laporan yang dilerima oleh Pinpinan Setian Organisasi dari bawahan wajib
diolah dan dipergumakan sebagi bahan penvusunan laporan lebil lanjut serta
meznberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal39

legala biaya yang dipetlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat DPRD




dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrsh (APBD) serta sumbsr
sumber lain yang sah dam tidak mengikat

BAB VI
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 40

Selarma bel i HmuPﬂ-aumm. i dani Qamm ini, senma ketent 0T Vang
ada dinyatakar telsp berlak tidal b deagen Qamm ini.

BABIX
KEYENTUAN PENUTUP

Iasal 41
Hal-ha! yang he]umm]kup diater dalam Qanun ini, akandmtm lebih lJanjut deugan

Peraturan Bupal sepanjeng mengenal
k eraturan Perundang-ud

Pasal 42
Pada snat Qanun ind nulai berakw, segala ketentuan yang berlentangan dengan Qamn
ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Qanun ini mulai berlak pada tanygal diundangkan.



Agmarseliap orang d jinya, memerintahk 1dangan CQanun ini dengan
penempatanny dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetaplan di Xarang Baru
e

ret 37 H
yml i
el =1 rqauﬁ.
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